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Sunarto. Hukum Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Palsu Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.. Skripsi. Tegal: 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. 
Banyaknya pengedaran rupiah palsu di Indonesia salah satunya faktor 
pemicunya yaitu ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan 
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada 
orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi 
dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk 
mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu dan mengedarkannya. 
Pembuatan dan pengedaran uang palsu merupakan salah satu kejahatan terhadap 
mata uang rupiah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum mengedarkan dan 
membelanjakan rupiah palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
Tentang Mata Uang dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
pada putusan nomor 106/Pid.B/2020/PN Bbs. Jenis penelitian menggunakan 
penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Sumber data 
utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Hukum mengedarkan dan 
membelanjakan rupiah palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang tertuang dalam Pasal 26 ayat (3). Adapun sanksi pidana 
mengedarkan dan membelanjakan rupiah palsu diatur dalam Pasal 36 ayat (3) 
dengan unsur-unsur pidananya antara lain unsur “setiap orang” dan unsur “yang 
mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan 
Rupiah Palsu” dengan ancaman pidana maksimum dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara pada putusan nomor 106/Pid.B/2020/PN Bbs sudah benar dan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim dalam menjatuhkan 
putusan mempertimbangakan apek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis 
hakim meliputi pertimbangan surat dakwaan, nota pembelaan (keberatan 
terdakwa), unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan 
non yuridis antara lain fakta-fakta dalam persidangan (didasarkan pada keterangan 
saksi, keterangan terdakwa, barang bukti) dan hal yang memberatkan dan 
meringankan.   
 




Sunarto. The Law of Circulating and Spending Counterfeit Rupiah Based on Law 
Number 7 Year 2011 concerning Currency. Skripsi. Tegal: Law Study Program, 
Faculty of Law, Pancasakti University Tegal. 2021. 
The number of circulation of counterfeit rupiahs in Indonesia is one of the 
triggering factors, namely the community's economy is still low. This is exploited 
by irresponsible parties in providing jobs to people with economic difficulties. 
Another factor is the increasingly sophisticated technology in imitating the 
original rupiah. This technological advancement is used to take advantage by 
making counterfeit money and circulating it. The manufacture and circulation of 
counterfeit money is one of the crimes against rupiah currency.  
This study aims to examine the law of circulating and spending counterfeit 
rupiah based on Law Number 7 of 2011 concerning Currency and examines the 
judge's considerations in deciding cases on decision number 106/Pid.B/2020/PN 
Bbs. This type of research uses library research with a normative juridical 
approach. The main data source is secondary data. The data analysis used is 
qualitative data analysis.  
The results of this study concluded that the law of circulating and spending 
counterfeit rupiahs is based on Law Number 7 of 2011 concerning Currency as 
stipulated in Article 26 paragraph (3). The criminal sanctions for circulating and 
spending counterfeit rupiahs are regulated in Article 36 paragraph (3) with 
criminal elements including the element "everyone" and the element "who 
circulates and/or spends Rupiah which he knows is Counterfeit Rupiah" with a 
maximum penalty of imprisonment for imprisonment for a maximum of 15 
(fifteen) years and a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion 
rupiah). The judge's consideration in deciding the case on decision number 
106/Pid.B/2020/PN Bbs is correct and in accordance with the laws and 
regulations. The panel of judges in making a decision considers the juridical and 
non-juridical aspects. The judge's juridical considerations include the 
consideration of the indictment, the memorandum of defense (the defendant's 
objection), the elements in the article that is indicted. Meanwhile, non-juridical 
considerations include the facts in the trial (based on witness statements, 
defendants' statements, evidence) and aggravating and mitigating matters. 
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1. Jika kamu bekerja hanya untuk uang, kamu takkan pernah sukses. Tetapi, 
jika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan dan selalu mengutamakan 
kepentingan pelanggan, kesuksesan akan ada di tanganmu. (Ray Kroc) 
2. Waspadai pengetahuan palsu karena hal itu lebih berbahaya ketimbang 
kebodohan. (George Bernard Shaw) 
3. Jangan mengejar sesuatu yang indah, karena indah itu seringkali palsu. 
(Anggun Prameswari) 
4. Belanjakan uangmu untuk hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Habiskan 
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A. Latar Belakang  
Sejarah peradaban manusia dalam perjalannnya menunjukkan bahwa 
uang sebagai bagian integral kehidupan manusia sehari-hari, bahkan ada yang 
berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian negara. 
Hal ini mengingat dalam masyarakat modern sekarang ini mekanisme 
perekonomian didasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan 
ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna 
mencapai tujuannya. 
Uang adalah standar ukuran harga, yaitu sebagai media pengukur nilai 
harga jasa dan komoditi, serta perbandingan harga setiap komoditas dengan 
komoditas lainnya.1 Uang merupakan suatu benda yang berwujud sedemikian 
rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat 
peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh 
lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau 
badan yang ditunjuk oleh negara yaitu Bank Indonesia.2 
Keberadaan uang menjadikan alternatif transaksi lebih mudah dari 
pada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan 
dalam sistem ekonomi modern sebab membutuhkan orang yang memiliki 
keinginan sama untuk melakukan pertukaran dan juga sulit dalam penentuan 
                                                 
1 Hasan, Ahmad,Mata Uang Islami, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm. 12. 
2 Chazawi, Adami, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 




nilai. Efisiensi penggunaan uang pada akhirnya dapat mendorong perdagangan 
dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas 
dan kemakmuran. Semakin pentinya uang dibutuhkan masyarakat diiringi pula 
dengan kejahatan yang memanfaatkan uang. 
Saat ini kejahatan pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat 
karena sudah dalam skala besar dan peredarannya pun semakin terorganisir. 
Hal ini dapat merugikan pihak masyarakat, dampak paling utama yang dapat 
ditimbulkan dari kejahatan ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan 
perekonomian nasional. Dampak yang lebih penting yaitu bisa berdampak 
terhadap kepentingan negara yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah dan mata uang rupiah itu sendiri. 
Lembaga yang diberikan kewenangan dalam mengeluarkan dan 
mengatur peredaran uang di Indonesia adalah Bank Indonesia selaku Bank 
Sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 
Uang Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Bank Indonesia adalah bank sentral 
Repubik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945”.  
Tindak pidana mengedarkan mata uang atau rupiah palsu diatur dalam 
Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “Barang siapa dengan 
sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara seolah-olah mata 
uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau 
dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli 




mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, 
diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun.” 3 
Meskipun Undang-undang telah melarang dan mengancam dengan 
ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan 
rupiah palsu, namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Brebes kejahatan tersebut masih saja terjadi. Seperti yang terjadi pada 
kasus nomor 106/Pid.B/2020/PN Bbs. Pada kasus tersebut saat terdakwa 
Kustoro Bin Masruri sedang dalam perjalanan pulang ke Jakarta dari Medan 
Sumatera Utara tepatnya di daerah Jambi, terdakwa di hubungi oleh saudara 
Ardi melalui telepon. Pada saat dihubungi tersebut terdakwa menyampaikan 
ke saudara Ardi bahwa terdakwa membutuhkan uang dan saudara Ardi 
menyampaikan akan memberikan uang setelah sampai di Jakarta. Setelah 
terdakwa sampai di Jakarta dan bertemu dengan suadara Ardi dan pada saat itu 
saudara Ardi memberikan uang Rupiah pecahan 100.000,- (seratus ribu) palsu 
sebanyak 17 (tujuh belas) lembar. 
Setelah terdakwa mendapatkan uang Rupiah pecahan 100.000,- 
(seratus ribu) palsu dengan tujuan untuk dibelanjakan, yang selanjutnya 
terdakwa pulang ke daerah Brebes. Di daerah Brebes tepatnya pada hari 
Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di sebuah 
warung  Klontong  milik  saksi  Karniti  di  Desa  Lemahabang Rt. 01 / Rw. 05  
                                                 
3 Afiana R, Siti Bismi & Jeumpa, Ida Keumala, “Penanggulangan Tindak Pidana 
Mengedarkan Uang Palsu di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe”, 




Kecamatan Tanjung kabupaten Brebes, terdakwa membelanjakan uang palsu 
tersebut dipergunaan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 
16 dengan harga Rp. 24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah) denga cara 
terdakwa membayar dengan menggunakan uang pecahan 100.000,- (seratus 
ribu) palsu. Saksi Karniti kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok 
sampurna Mild 16 dan memberikan kembalian sejumlah Rp. 76.000,- (tujuh 
puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi 
meninggalkan warung. 
Saksi Karniti setelah memegang uang pecahan 100.000,- (seratus ribu) 
rupiah tersebut merasa curiga lalu saksi Karniti memberitahu kepada saksi 
Somari Alias Surip dan selanjutnya dipegang selanjutnya merasakan hal yang 
sama uang tersebut tipis dan halus dan diduga palsu. Selanjutnya saksi karniti 
dan saksi Somari memanggil terdakwa yang telah pergi sekitar 50 (lima 
puluh) meter dari toko untuk kembali ke toko guna agar terdakwa 
mengembalikan uang kembalian dan rokok yang telah dibeli oleh terdakwa 
menggunakan uang palsu tersebut dan kemudian datang beberapa warga 
menangkap terdakwa.4 
Tindak pidana mengedarkan uang palsu atau rupiah palsu dimana 
hakim harus memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-
Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. 
Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian 
secara  hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim  
                                                 




akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada Hukum Acara Pidana, penjatuhan 
putusan akhir suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim 
wajib memutuskan hukuman seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana.5 
Banyaknya pengedaran rupiah palsu di Indonesia dikarenakan banyak 
faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal 
ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan 
pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin 
canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini 
dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu. 
Pembuatan dan pengedaran uang palsu merupakan salah satu kejahatan 
terhadap mata uang rupiah. 
Berdasarkan uraian di atas, uang merupakan alat digunakan sebagai 
alat transaksi maupun pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak 
dipalsukan menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. 
Meskipun undang-undang melarang dan mengancam dengan ancaman pidana 
yang berat terhadap tindak pidana mengedarkan uang palsu, namun dalam 
kenyataannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes tindak pidana 
tersebut masih saja terjadi. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 
judul “Hukum Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Palsu Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” 
                                                 
5 Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik 




B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana hukum mengedarkan dan membelanjakan rupiah palsu 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan 
nomor 106/Pid.B/2020/PN Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengkaji hukum mengedarkan dan membelanjakan rupiah palsu 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.  
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada 
putusan nomor 106/Pid.B/2020/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 
pembaca dan praktisi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun 
praktis, sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, menambah wawasan pengetahuan dan khasanah keilmuan 
dalam hukum pidana positif mengenai pengedaran uang. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam bidang 




rupiah palsu serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi 
penelitian sejenis selanjutnya.  
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman 
kepada masyarakat tentang hukum mengedarkan dan membelajarkan 
rupiah palsu serta sanksi hukumnya sehingga secara tidak langsung dapat 
mencegah masyarakat dalam melakukan tindak pidana pengedaran uang 
palsu, serta dapat memberi manfaat kepada penegak hukum dalam 
penerapan hukum tentang tindak pidana pengedaran uang.  
E. Tinjauan Pustaka  
Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah 
sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa 
literatur yang masih berkaitan dengan tindak pidana pengedaran uang palsu. 
1. Suwarjo,6 Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang 
Dollar. Pemberantasan dollar AS palsu di Indonesia terbilang cukup sulit 
karena tidak terjangkau oleh hukum di Indonesia. Tujuan dalam penelitian 
ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum dalam tindak pidana 
pemalsuan mata uang dollar.  
Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa ketentuan hukum pidana 
terhadap tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Bab X buku II 
KUHP, Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, dan Pasal 251. Selain diatur di 
dalam KUHP, ketentuan  hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan  
                                                 
6 Suwarjo, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar”, 




uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23-27 dan Bab X 
tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-37.  
2. Mintalangi,7 Tindak Pidana Rupiah Palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan 
tindak pidana rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimana pengaruh Pasal 
36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap kejahatan 
memalsu mata uang atau uang kertas dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana.  
Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 
bahwa tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-
Undang No. 7 Tahun 2011 memiliki cakupan yang luas, mulai dari 
perbuatan memalsu rupiah, menyimpan rupiah palsu, mengedarkan 
dan/atau membelanjakan rupiah palsu, membawa ke dalam atau ke luar 
Wilayah Indonesia rupiah palsu, mengimpor atau mengekspor rupiah 
palsu, perbuatan-perbuatan berkenaan dengan alat untuk membuat rupiah 
palsu seperti memproduksi dan menyimpan pelat cetak untuk membuat 
rupiah palsu, dan perbuatan-perbuatan berkenaan dengan bahan baku 
rupiah untuk membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan  
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bahan baku Rupiah (kertas untuk membuat Rupiah palsu dan sebagainya). 
Pengaruh tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 terhadap Buku II Bab X KUHPidana 
hanyalah sepanjang berkenaan dengan uang atau mata uang Rupiah. Jika 
terjadi pemalsuan Rupiah atau peredaran Rupiah palsu di Indonesia, maka 
yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam Undang-
Undang No. 7 Tahun 2011. Tetapi jika yang dipalsu atau diedarkan adalah 
mata uang asing (baik uang logam maupun uang kertas) maka yang akan 
diterapkan adalah ketentuan dalam Buku II Bab X KUHPidana karena 
berada di luar cakupan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. 
3. Astini dan Sari,8 Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana mengedarkan uang palsu, upaya yang dilakukan untuk mencegah 
dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu. 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitianini dilakukan 
penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari Peraturan 
Perundang-undangan, dan literatur-literatur,dan penelitian lapangan 
dilakukan dengan wawancara.  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu 
disebabkan  oleh  faktor  ekonomi,  faktor  lingkungan  (pergaulan),   serta  
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faktor rendahnya tingkat pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam 
mencegah terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu yaitu berupa 
upaya preventif (pencegahan) dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan 
sosialisasi mengenai mata uang, dan upaya represif (penindakan) yang 
dilakukan dengan melaksanakan dan menerapkan seluruh kebijakan yang 
telah dibuat dengan melaksnakan penegakkan hukum tanpa pandang bulu 
4. Dewi,9 Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan 
Uang dan Pengedaran Uang Palsu di Kota Bandar Lampung. Pemalsuan 
suatu tindak pidana telah berkembang cukup kompleks dan karena 
objeknya berupa uang palsu sebagai alat pembayaran yang sah di suatu 
negara maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian suatu 
negara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum 
terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedar uang palsu. Metode 
yang digunakan adalah normatif dan empiris, data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif.  
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum 
terhadap pemalsuan dan peredaran uang palsu pada aparat penegak hukum 
menjalankan sistem peradilan pidana dengan ancaman pidana penjara 15 
tahun berdasarkan Pasal 244 KUHP. Saran agar aparat penegak hukum 
mengembangkan penegakan hukum bagi pelaku untuk membuka 
jaringannya dan memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku. 
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5. Kusrakhmada dan Sulchan,10 Penegakan Hukum terhadap Kejahatan 
Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini 
mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dalam KUHP dan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana pemalsuan 
uang (Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2014/PN.Smg). Metode penelitian yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa objek mata uang yang 
dilindungi dari perbuatan pemalsuan dalam KUHP adalah uang kertas dan 
uang logam dari seluruh negara, baik itu mata uang lokal maupun asing. 
Sedangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
mengkhususkan perlindungan dari perbuatan pemalsuan hanya bagi mata 
uang rupiah saja. Larangan dan ketentuan pidana dalam keduanya 
sebenarnya hampir sama, hanya saja beberapa pasal di Undang-Undang 
Mata Uang menerapkan hukuman penjara seumur hidup sebagai ancaman 
maksimalnya, berbeda dengan KUHP ancaman maksimal pidananya 
adalah 15 (lima belas) tahun penjara (Pasal 244 dan 245). Putusan atas 
tindak pidana pemalsuan uang pada Putusan No. 300/Pid.Sus/2014/ 
PN.Smg), hakim melalui berbagai pertimbangan, dan atas suatu keyakinan 
menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur 
sebagaimana tercantum dalam pasal yang didakwakan. 
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F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kepusatakaan (library research), 
yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau 
majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai 
literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.11 Penelitian ini 
tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan.  
Penulis mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap 
penelitian kepustakaan dan mengambil data baik secara tertulis untuk 
diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman untuk 
mendeskripsikan hukum mengedarkan dan membelanjakan rupiah palsu 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 
106/Pid.B/2020/PN Bbs. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat yuridis 
normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.12 
Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan 
sistem  norma  yang   dibangun   mengenai   asas-asas,    norma,   kaidah   dari  
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peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.13 
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan kasus (approach 
kasus), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 
berkaitan dengan pengedaran rupiah palsu yang telah menjadi putusan 
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.  
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara 
lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian, dan 
internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.14 Sumber data yang 
digunakan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data 
sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, 
perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku dan lain sebagainya.15 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.16 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2011 Tentang Mata Uang.  
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.17 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil 
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penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian 
terkait dengan tindak pidana pengedaran rupiah palsu.  
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder.18 Bahan tersier pada 
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang 
berkaitan dengan tindak pidana penyertaan.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
dilakukan melalui data tertulis.19 Oleh karena sumber data utama berupa data 
sekunder, yaitu data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi dengan 
pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai 
sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian 
hukum normatif. 
5. Metode Analisis Data  
Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan 
melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara 
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang 
tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman 
hasil analisis.20 Analisis dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data 
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yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut 
dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti. 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi 
skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. 
Berikut sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu. Memaparkan teori-teori 
terkait permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang 
tindak pidana, tinjauan umum tentang uang palsu, tindak pidana 
pengedaran uang palsu dalam KUH Pidana, dan pertimbangan hakim. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan 
pembahasan tentang hukum mengedarkan dan membelanjakan rupiah 
palsu dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan 
nomor 106/Pid.B/2020/PN Bbs. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan 
saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINDAK PIDANA PENGEDARAN RUPIAH PALSU  
 
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Untuk memahami tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang 
pidana itu sendiri. Sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, 
terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak 
terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum pemidanaan merupakan 
bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas 
ini tercamtum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang berbunyi “nullum dellictum nulla poena sine praevia poenali” yang 
artinya tidak ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa 
adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. 
Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara 
suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih 
dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang 
dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. 
Memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan 
atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah 
dipahami secara benar.  
Hukum pidana merupakan suatu istilah yang dipakai di dalam ilmu 




“strafbaarfeit”. Istilah “strafbaarfeit” terdiri atas tiga kata, yaitu straf berarti 
hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), dan feit berarti tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah 
peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.21 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan 
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri.22  
Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari 
bahasa Latin yakni kata delictum. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan 
delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang. Tindak pidana menurut beberapa 
pendapat ahli delik memiliki pengertian yaitu: 
a. Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat 
melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
b. Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
c. Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan 
dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan 
pelakunya diancam dengan pidana.23 
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat penulis simpulkan 
tentang tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikenakan subjek pidana. tindak pidana 
merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum yang 
berhubungan dengan kesalahan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana 
tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan perbuatan 
pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Dimana 
larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, 
sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian itu.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh 
aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) pidana mengambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu 
dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana 
merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.24  
Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari 
unsur subjekif dan unsur objektif. Adapun penjelasan dari masing-masing 
unsur sebagai berikut: 
                                                 





a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, yaitu 
sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku (misalnya keadaan sebagai 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di 
dalam kejahatan pasal 398 KUHP), dan Kausalitas yaitu hubungan antara 
suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, 
atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam 
hatinya unsur ini terdiri dari: kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud 
pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP), macam-macam maksud 
(seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, dan sebagainya), merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 
KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu), perasaan 
takut (Pasal 308 KUHP), dan orang yang mampu bertanggung jawab.25 
Unsur-Unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk 
melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup 
perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum. Tanpa memandang 
apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya 
sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga, orang yang dapat 
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dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokan ke dalam 
beberapa macam yang terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP. 
Pasal 55 KUHAP berbunyi: 
1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut 
melakukan perbuatan;  
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan. 
2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya 
 
Pasal 56 KUHAP berbunyi: 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 
2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk 
melakukan kejahatan. 
 
Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, 
yaitu: a) yang melakukan perbuatan (plegen,deder), b) yang menyuruh 
melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke deder), c) yang turut serta 
melakukan perbuatan (medeplegen, mededader), d) yang membujuk supaya 
perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker), dan e) yang membantu perbuatam 
(medeplichting zijn, medeeplichtige).26 Di dalam peristiwa pidana yang dapat 
diartikan sebuah peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 
atau sekelompok orang. 
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b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-
Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan 
itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar 
ketentuan hukum. 
d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hokum 
yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.27 
Berdasarkan urian di atas, secara umum dapat penulis simpulkan 
bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah adanya niat dari diri pelaku sendiri, 
adanya perbuatan yang mana perilaku yang dapat melawan aturan hukum, 
pelaku yang mana subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang 
dilarang oleh hukum, dan adanya sanksi pidana yang mengatur tentang 
perbuatan atau kejahatan di dalam KUH Pidana. 
B. Tinjauan Umum tentang Uang Palsu  
1. Pengertian Uang  
Uang adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 
ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu 
negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh 
masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bias dibagi dalam dua 
pengertian,  yaitu   definisi  uang  menurut  hukum  (law)   dan  definisi   uang  
                                                 





menurut fungsi. Yuliadi mengemukakan definisi uang menurut hukum yaitu 
sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat 
transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu 
yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk 
pembayaran hutang-piutang.28 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 
(2) menjelaskan bahwa “uang merupakan alat pembayaran yang sah”. 
Sedangkan pengertian sederhana (sempit), uang adalah alat pembayaran yang 
sah yang diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) baik berupa kertas 
maupun maupun logam yang memiliki nilai/besaran tertentu yang tertera pada 
kertas atau logam yang dimaksud yang penggunaannya diatur dan dilindungi 
dengan undang-undang.29 
 
2. Fungsi Uang  
Uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam 
transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang. Pada awalnya 
fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran, namun 
seiring dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat 
tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai 
fungsi, sehingga benar-benar memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. 
Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar uang diantaranya, 
sebagai berikut:  
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a. Alat tukar (means of exchange). Peranan uang sebagai alat tukar 
mensyaratkan bahwa uang tersebut harus di terima oleh masyarakat 
sebagai alat pembayaran, artinya, sipenjual barang mau menerima uang 
sebagai pembayaran untuk barangnya karena ia percaya bahwa uang 
tersebut juga diterima oleh orang lain (masyarakat umum) sebagai alat 
pembayaran apabila nanti memerlukan untuk membeli suatu barang. 
b. Alat penyimpan nilai/daya beli (store of value). Terkait dengan sifat 
manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan uang merupakan 
salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa 
dipegang dalam bentuk lain, seperti tanah, kerbau, berlian, emas, saham, 
mobil dan sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus 
bisa menyimpan daya beli atau nilai. 
c. Satuan hitungan. Sebagai satuan hitungan, uang juga mempermudah tukar 
menukar. Dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti misalnya 
kereta api dan apel, bisa menjadi seragam apabila masing-masing 
dinyatakan dalam bentuk uang. 
d. Ukuran untuk membayar masa depan. Sebagai ukuran pembayaran masa 
depan, uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi 
kredit, artinya barang sekarang dibayar dengan uang nanti. Dalam 
hubungan ini, uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran 
masa depan tersebut.30 
                                                 




Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa fungsi uang bukan 
hanya sekedar alat pertukaran saja, tetapi juga dapat digunakan untuk alat 
penyimpan nilai, satuan hitung dan untuk pembayaran dimasa depan yang 
akan datang. Oleh karena itu, uang memiliki fungsi sangat vital dalam 
kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan suatu pidana terkait dengan 
uang, salah satunya pemalsuan uang. 
  
3. Uang Palsu  
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NO. 14/7/PBI/2012 tentang 
Pengelolaan Uang Rupiah Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14): 
Pasal 1 ayat (13) berbunyi: 
“Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, 
dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, 
digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan 
merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara”.“ 
 
Pasal 1 ayat (14) berbunyi: 
“Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, 
dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, 
digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara 
melawan hukum”. 
 
Uang palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum 
berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan 
mata uang yang sah. tindak pidana pemalsuan uang rupiah merupakan 
kejahatan serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara 
ekonomis, dan bisa juga menghancurkan perekonomian negara secara politis. 
Kejahatan tersebut semakin canggih karena kemajuan teknologi. Tanggung 




Indonesia dan pihak kepolisian semata, melainkan tugas seluruh masyarakat 
untuk bersama memerangi kejahatan tersebut.31 
Pengertian uang palsu dalam KUH Pidana tidak diatur secara tegas, 
tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalamnya, bahwa hal-
hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah: 
a. Uang hasil pemalsuan 
b. Uang hasil peniruan 
c. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya 
d. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah 
tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. 
Hal-hal di atas harus dikaitkan dengan niat atau maksud pembuat yaitu 
sengaja memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan 
serupa uang asli. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah hasil dari 
perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan 
uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.32 Rumusan Pasal 
20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan 
bahwa “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang 
untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik 
dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”. 
 Berdasarkan pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia 
tidak  berhak   untuk   mengeluarkan,  mengedarkan,  mencabut,  menarik  dan  
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memusnahkan uang rupiah. Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau 
meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat 
pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran 
yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau 
pemalsu dan pengedar uang palsu. Jadi uang palsu merupakan semua benda 
berupa hasil tiruan uang baik uang kertas maupun uang logam atau semacam 
uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan 
diedarkan serupa yang asli. Maka dapat disimpulkan bahwa pemalsuan uang 
palsu adalah suatu tindakan pidana memalsukan suatu benda. 
 
4. Jenis Uang Palsu  
Pengertian mata uang palsu sendiri adalah mata uang yang di cetak 
atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikat tertentu dengan 
tujuan mata uang palsu hasil cetakannya berlaku sesuai nilainya dengan 
sebagaimana mestinya. Eddi Wibowo lebih jauh menjelaskan bahwa 
pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan. Tindakan meniru 
uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannnya 
seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang 
dapat dikenai hukuman pidana.33 
Pemalsuan jenis peniruan yang dapat menjadi jenis-jenis “kurang 
berbahaya” dan “berbahaya”, yaitu: 
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a. Jenis yang kurang berbahaya, yaitu jenis pemalsuan uang dengan kualitas 
relatif kurang baik, masyarakat mudah membedakannya dengan yang asli, 
pembuatannya dilakukan satu-persatu (kuantitas produksinya rendah). 
1) Lukisan Tangan. Peniru dilakukan dengan cara melukis dengan bahan 
antara lain cat air, hasil lukisan tampak buruk, tidak sempurna, tidak 
rapi dan mudah terdeteksi. 
2) Fotokopi hitam putih. Pemalsuan dengan alat fotolopi hitam putih 
memberikan penampakan pada hasil cetakan antara lain garis-garis 
relief dan garis halus terputus-putus/tidak jelas. Penyempurnaan warna 
gambar dilakukan dengan menggunakan cat air. 
3) Cetakan kasa/sablon. Proses ini memerlukan alat fotografi untuk 
memisahkan warna-warna yang ada pada gambar aslinya. Sebagai 
acuan cetak digunakan kasa (screen) misal nilon, sebanyak jumlah 
warna yang diperlukan. 
b. Jenis berbahaya, yaitu jenis pemalsuan kualitas baik, mendeteksi sempurna 
dan sulit dibedakan dengan yang asli jika dideteksi tanpa menggunakan 
alat deteksi serta kuantitas produksinya tinggi. 
1) Proses photo mechanic (fotografi). Reproduksi dengan cara pemisahan 
setiap komponen warna. Komponen-komponen warna tersebut 
kemudian dikombinasikan sesuai dengan urutan pencetakannya. 
2) Proses colour separation. Pemisahan warna dilakukan dengan filter 




dan black). Penomoran dilakukan dengan mengunakan teknik cetak 
offset yang banyak digunakan percetakan non-sekuritas. 
3) Proses multi-colour. Pemisahan warna secara selektif dan 
pencentakannya sesuai dengan jumlah warna secara berurutan. Unsur 
pengamanan yang ada pada uang kertas antara lain warna kertas, tanda 
air, benang pengaman, dan serat-serat berwarna dapat juga ditiru 
dengan proses ini. Reproduksi dengan proses multi-colour relatif 
memerlukan keahlian dan ketelitian dengan waktu persiapan yang 
lebih lama dibandingkan dengan colour separation. Uang kertas rupiah 
palsu hasil repoduksi dengan proses multi-colour secara teknis 
merupakan ancaman potensial menuju kualitas sangat berbahaya.  
4) Fotokopi berwarna. Kemajuan teknologi fotokopi berwarna 
berkembang pesat. Dewasa ini mesin fotokopi berwarna mampu 
mereproduksi semua warna yang tampak. Yaitu empat warna dasar 
yang dikenal sebagai warna cyan, magenta, yellow dan black.34 
Mencermati pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa setiap 
pemalsuan uang tidak selalu identik dengan uang palsu, dimana dibuat dengan 
menggunakan peralatan yang sederhana sehingga masyarakat mudah untuk 
mengenalinya. Sedangkan untuk pemalsuan uang yang berbahaya dimana 
pemalsuan dilakukan dengan peralatan yang modern sehingga masyarakat 
akan sulit mengenalinya. Pada umumnya, cara pendeteksian uang kertas yang 
dilakukan pada saat ini adalah menggunakan sinar ultraviolet secara manual. 
                                                 




Alat tersebut cukup baik dan mudah untuk mendeteksi uang palsu namun 
faktor “human error” seringkali terjadi serta penggunaannya terbatas hanya 
untuk jumlah yang sedikit, selain itu dalam jumlah banyak akan membutuhkan 
waktu yang relatif lama. Pendeteksian dengan cara ini relatif subjektif, dan 
dinilai lambat, karena uang harus diperiksa satu persatu di bawah paparan 
sinar ultraviolet.35 
Pemalsuan uang kertas rupiah ditinjau dari sifat pelaku, baik yang 
berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, dapat dibedakan sebagai 
berikut: 
a. Secara professional. Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara 
proffesional oleh organisasi sindikat (organized crime), umumnya dapat 
digolongkan pada jenis “berbahaya”, dimana semua gambar pada uang 
palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses photo mechanic, dicetak 
offset dengan pemberian warnanya secara colour separation atau multi 
colour menggunakan tinta cetak biasa sampai penggunaan tinta-tinta 
sekuritas. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan asli kecuali 
pemalsuan benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat 
rendah. Kasus-kasus pemalsuan uang kertas rupiah eks-luar negeri dapat 
dibedakan sebagai berikut: 
1) Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Singapura dan Malaysia 
dilakukan melalui proses colour separation;  
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2) Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Hongkong dan Tawao 
(Filipina Selatan) dilakukan melalui proses multi colour.  
b. Secara amatir. Uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu 
kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan jenis 
“kurang berbahaya” sampai dengan jenis “berbahaya” biasanya dilakukan 
di dalam negeri. Modus operandi pemalsuannya, yaitu: 
1) Digambar atau dilukis satu-persatu secara sederhana atau difotokopi 
dan kemudian diberi warna; 
2) Dicetak dengan alat cetak sederhana (handspress, sablon); 
3) Pemindahan warna (colour transfer). 
c. Kualitas uang kertas palsu lainnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap uang 
kertas palsu yang pernah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, proses 
pemalsuan berkisar dari cara paling sederhana yaitu lukisan tangan, colour 
transfer, dan cetakan kombinasi antara offset dengan etterpres-
thermography.36 
Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis diketahui bahwa suatu 
pemalsuan uang dapat dikategorikan berdasarkan sifat pemalsuan uang, 
diantaranya adalah dilakukan oleh kelompok yang professional atau sindikat 
dimana mereka telah mengunakan peralatan yang modern dan tidak hanya 
berfokus pada suatu mata uang tetap lebih mata uang negara lain. Adapun 
lainnya adalah secara amatir yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 
                                                 




kecil dan hasilnya pun masih sederhana sehingga ,mudah untuk dikenali oleh 
masyarakat. 
 
5. Kelemahan Uang Palsu atau Rupiah Palsu  
Kelemahan umum yang teramati pada uang kertas rupiah palsu 
terdapat pada ciri-ciri uang kertas palsu diantaranya: 
a. Gambar. Ciri-ciri gambar utama dari hasil cetak intaglio memiliki 
ketajaman gambar dengan gradasi cetakan blok sampai dengan garis-garis 
halus (kaca pembesar), dengan peralihan warna yang sempurna. Pada uang 
palsu ciri-ciri ini tidak dapar ditiru dengan sempurna; 
b. Kertas. Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan, maka 
pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang terdapat 
dipasaran, sehingga mutunya rendah dan memudar di bawah sinar ultra-
violet, hal tersebuat berbrda dengan kertas uanga asli yang tidak memudar 
bila dikenai sinar ultra-violet; 
c. Warna tinta cetak. Warna tinta merupakan karakteristik dalam 
mengidentifikasi uang-uang palsu, maka pemeiksaan memerlukan 
pembanding, dengan toleransi akibat perubahan warna baik dalam proses 
produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran.37  
Dari uraian tersebut di atas, dapat penulis ketahui bahwa uang kertas 
palsu memiliki beberapa ciri kelemahan dibandingkan dengan uang asli, 
diantaranya  dari  gambar yang tidak dapat ditiru dengan smpurna, kertas yang  
                                                 




digunakan mutunya rendah dan memudar di bawah sinar ultra-violet dan 
warna tinta cetak yang mengalami perubahan ketika uang tersebut beredar. 
Adanya uang palsu sudah tentu ada yang membuatnya, yaitu orang-orang 
yang mempunyai keahlian khusus terutama di bidang percetakan, jadi tidak 
cukup hanya orang yang membuatnya saja, tapi tentunya ada juga yang 
mengedarkan uang palsu tersebut sampai di tengah-tengah masyarakat 
selayaknya uang asli yang diedarkan oleh pemerintah. 
C. Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dalam KUH Pidana 
Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh pada KUH 
Pidana Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 dan Pasal 519. Berkaitan dengan 
pengedaran uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal yang 
mengaturnya, yaitu Pasal 244, 245, 247, dan Pasal 249 KUH Pidana. Menurut 
Adami Chazawi, dalam Pasal 245, terhadap objek mata uang atau uang kertas 
tidak asli atau dipalsu ada tiga macam perbuatan, yaitu mengedarkan, 
menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia.38  
Pengedaran mata uang palsu dalam KUH Pidana diaturdalam Pasal 
245 sebagai berikut: 
“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu atau uang kertas 
yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau kertas asli 
dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dan waktu diterima 
diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu , ataupun barang siapa menyimpan 
atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan kertas yang demikian, dengan 
maksud untuk mengedar atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan 
tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 
 
                                                 





Adapun unsur-unsur Pasal 245 KUH Pidana dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang kertas 
negeri atau kertas bank, yang dibuat sendiri secara meniru atau yang 
dipalsukan. 
2. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang 
diketahuinya pada waktu menerima barang-barang itu bahwa barang 
tersebut adalah palsu. 
3. Barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke dalam 
wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang diketahui kepalsuannya 
pada waktu menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mengedarkan 
barang-barang itu seolah-olah uang asli. 
Lebih lanjut Adami Chazawi menjelaskan bahwa dalam rumusan pasal 
245 KUHP di atas, ada empat bentuk pidana mengedarkan uang palsu yang 
meliputi: 
1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang 
kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang 
kertas asli dan tidak dpalsu, uang kertas tersebut ditiru atau di palsu 
olehnya sendiri.  
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara 
atau uang kertas bank di ketahuinya sebagai uang palsu, dengan sengaja 




3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke 
Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, 
yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan 
maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang 
asli dan tidak dipalsu. 
4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke 
Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang 
waktu di terimanya diketahui sebagai uang palsu, dengan maksud untuk 
mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak 
dipalsu.39 
Theo Lamintang, unsur-unsur tersebut diatas dibagi atas dua, yaitu : 
1. Unsur-unsur subjektif:  
a. Dengan sengaja, 
b. Dengan kepalsuannya atau pemalsuannya telah ia ketahui pada waktu 
menerimanya. 
2. Unsur-unsur objektif: 
a. Barang siapa, 
b. Mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, 
c. Mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ia tiru atau 
ia palsukan.40 
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Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk dapat menyatakan 
seseorang yang didakwa melakukan tindakan pidana yang dimaksudkan di 
atas terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, di sidang pengadilan yang 
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, hakim harus dapat membuktikan: 
1. Adanya kehendak terdakwa untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak 
dipalsukan. 
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia edarkan itu merupakan 
mata uang, uang kertas Negara atau kertas bank yang telah ia tiru atau 
telah ia palsu. 
3. Adanya pengetahuan pada terdakwa mengenai kepalsuan atau 
pemalsuannya pada waktu terdakwa menerima mata uang, uang kertas 
Negara atau uang kertas bank yang bersangkutan. 
Unsur kesengajaan kini berarti bahwa sipelaku harus tahu bahwa 
barang-barang tersebut adalah uang palsu. Ia juga tidak perlu mengetahui 
bahwa berhubung dengan barang-barang itu telah dilakukan tindak pidana 
pembuatan uang palsu atau memalsukan yang asli. Secara khusus tidak perlu 
diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan 
untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.41 
Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah satu dari 
kehendak dan pengetahuan terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan di atas 
ternyata  tidak   dapat   dibuktikan,   maka   tidak   ada  alasan  baginya   untuk  
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menyatakan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang 
disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana ini, dan hakim harus memberikan 
putusan bebas bagi terdakwa. Untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti 
mempunyai kehendak dan pengetahuan dengan sendirinya hakim tidak perlu 
menggantungkan diri pada terdakwa, melainkan ia dapat menyimpulkannya 
dari kenyataan atau itu keadaan yang ia ketahui selama melakukan 
pemeriksaan di sidang pengadilan.  
Unsur objektif tindak pidana dari tindak pidana yang dimaksudkan 
ialah unsur barang siapa. Kiranya sudah jelas bahwa kata “barang siapa” 
menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua 
unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 245 KUH Pidana, ia dapat disebut 
pelaku dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi, bahwa tidak setiap orang yang 
terbukti memenuhi unsur tindak pidana tersebut selalu harus dipandang 
sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan, karena mereka yang 
turut melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur dari tindak 
pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 245 KUH Pidana 
agar mereka dapat dipandang sebagai mededaders atau orang-orang yang telah 
turut melakukan tindak pidana tersebut. 
Unsur objektif yang kedua adalah unsur mengedarkan seolah-olah asli 
dan tidak dipalsukan. Kata menegdarkan tersebut berasal dari kata uitgeven, 
yang sebenarnya memang berarti mengedarkan, tetapi oleh beberapa orang 
penerjemah wetboek van strafrecth mengartikan berbeda, ada yang 




mengeluarkan. Unsur objektif yang ketiga adalah unsur mata uang, uang 
kertas negara, atau uang kertas bank yang telah ditiru atau telah dipalsukan. 
Jadi tidak lepas dari mata uang yang ia palsukan ataupun yang orang lain 
palsukan dan diterimanya sebagai uang palsu dan dijalankan olehnya. 
Ketentuan lainnya adalah Pasal 247 KUH Pidana, yang berbunyi 
sebagai berikut:  
“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak 
rusak, padahal telah di kurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu 
diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa 
mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian 
itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-
olah uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara maksimal dua 
belas tahun”.  
 
Subyek serta unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 247 tersebut sama 
yang terdapat pada Pasal 245.42 Untuk membuktikan bahwa seseorang ketika 
ia menerima suatu mata uang atau uang kertas adalah berupa tiruan atau palsu 
atau suatu mata uang yang telah dikurangi nilainya adalah sulit sekali. Apabila 
ia menyatakan bahwa ia baru menyadari kepalsuan itu setelah beberapa lama 
sesudah diterimanya, kemudian ia tidak mau rugi begitu saja dan lalu 
mengedarkannya lagi, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 249 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: 
“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang tiruan atau palsu, 
ataupun uang kertas Negara atau bank tiruan atau palsu, kecuali yang telah 
ditentukan pada Pasal 245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal 
empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah”. 
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Sama halnya dengan kejahatan memalsukan uang, kejahatan 
mengedarkan uang palsu juga terdapat ketentuan yang mengatur diluar 
undang-undang, Ketentuan lain yang mengatur tentang pengedaran uang palsu 
yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 
Uang, yang berbunyi Setiap orang yang mengedarkan dan/atau 
membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 
D. Pertimbangan Hakim  
1. Pengertian Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim sebagai salah satu aspek paling penting untuk 
menentukan terwujudnya nilai dalam suatu putusan hakim agar mengandung 
keadilan dan kepastian hukum, juga terkandung manfaat bagi para pihak yang 
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, 
baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka 
putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan 
oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.43 
Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga diperlukan adanya 
pembuktian, hasil pembuktian tersebut digunakan dalam pertimbangan untuk 
memutuskan    perkara.   Pembuktian   sebagai   tahap   paling   penting   pada  
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pemeriksaan di persidangan. Pembuktian mempunyai tujuan untuk 
mendapatkan kepastian bahwa sebuah peristiwa atau fakta yang diajukan di 
persidangan benar-benar terjadi, untuk memperoleh putusan hakim yang adil 
dan benar. Hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum peristiwa 
atau fakta terlihat nyata baginya benar-benar terjadi yang dibuktikan 
kebenaranya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antar para pihak. 
Selain uraian di atas, pada hakikatnya hakim dalam pertimbangannya 
hendaknya juga memuat terkait hal-hal berikut: 
a.  Pokok persoalan dan dalil-dalil yang tidak disangkal atau hal-hal yang 
terdakwa akui. 
b. Adanya analisa secara yuridis pada putusan segala aspek yang 
menyangkut seluruh fakta atau hal-hal yang terbukti pada persidangan. 
c. Adanya seluruh bagian pada petitum Penggugat wajib dipertimbangkan 
atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim bisa menarik kesimpulan 
tentang terbukti atau tidaknya dan bisa dikabulkan atau tidaknya tuntutan 
tersebut pada amar putusan.44 
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan  
Hakim dalam menjatuhkan putusan, banyak aspek yang harus 
dipertimbangkan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yurdis. Pada 
prakteknya aspek pertimbangan yuridis yaitu konteks putusan hakim karena 
pada   pertimbangan  yuridis  merupakan  pembuktian  unsur-unsur  dari suatu  
                                                 




tindak pidana apakah terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan seperti 
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.45 
Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-
fakta dalam persidangan yang timbul.46 Pertimbangan hakim baik yuridis dan 
non yuridis yang dimaksud yakni: 
a. Pertimbangan Yuridis 
1) Surat Dakwaan 
Dalam hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang 
pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaanterdakwa 
di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan.Surat dakwaan adalah 
surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak 
pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan 
kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh 
tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum 
dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.47 
Dengan adanya dakwaan maka pembuktian dan keyakinan dari 
hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak 
telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di dakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib 
dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat  
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batal demi hukum seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 197 ayat 
(2) serta putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 
April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1301/K/Pid/1986/ 
tanggal 31 Januari 1989.48 
2) Unsur-Unsur pada pasal yang di dakwakan 
Pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada 
pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini 
tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang 
telah undang-undang jelaskan tekait dengan pasal yang di dakwakan 
tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan 
doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, 
kemudian secara limitatif49 menetapkan pendirian hakimdalam 
memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbutan yang 
melanggar ketentuan pidana. 
3) Tuntutan 
Tuntutan atau Requisitoir merupakan dokumen hukum yang 
dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu 
perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada 
Pasal 182ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tuntutan atau requisitoir 
diajukan  setelah  pemeriksaan  dinyatakan  selesai  oleh hakim. Dalam  
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hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi fakta-
fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat 
pembuktian, unsur-unsur pasal yang di dakwakan dan olehnya 
dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada 
Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang 
ditentukan oleh jaksa. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi 
hakim untuk dimasukan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur 
hakim meberikan putusan pidana, apakah kurang dari tuntutan yang 
diajukan oleh jaksapenuntut umum atau tidak sama sekali.  
4) Nota Pembelaan (Pledoi) 
Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari 
Terdakwa baik itu yang akan disampaikan langsung oleh terdakwa 
maupun yang akan disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. 
Penyampaiaan nota pembelaan merupakan salah satu rangkaiaan dari 
proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan 
Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP pembelaan merupakan jawaban 
terdakwa/penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh 
penuntut umum. Nota Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum 
pada umumnya disusun secara sistematis, kritis, dan logis dan juga 
disertakan dengan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum 
desertai dengan dasar bukti/fakta yang terungkap di persidangan yang 
relevan dan disertai dengan analisis yurudis yang akurat.50 Nota 
                                                 




Pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa dan penasehat 
hukumnya harus dimasukan ke dalam putusan hakim dan 
dipertimbangkan secara baik dan benar. 
b. Pertimbangan Non Yuridis 
1) Fakta-fakta dalam persidangan 
Pada pertimbangan hakim berupa fakta dalam persidangan 
timbul dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yakni: 
a) Keterangan saksi  
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam 
perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami 
sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang 
diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 27. Saksi terdiri dari saksi 
yang memberatkan (a charge) yang disampaikan oleh jaksa 
penuntut umum didalam persidangan dan saksi yang meringankan 
(ade charge) yang disampaikan oleh penasehat hukum selaku 
pihak yang melakukan pembelaan terdahap terdakwa. Keterangan 
saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana 
dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama hakim 
yang dimasukan dalam putusannya. 
b) Keterangan terdakwa  
Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa 




perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami 
sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman 
pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian 
dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.51 Didalam KUHP Pasal 
184 ayat (1) butir (e) keterangan terdakwa merupakan salah satu 
alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam 
persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan 
dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa 
diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar 
dalam memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu 
petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa 
menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya. 
c) Barang bukti 
Barang bukti dalam KUHAP tidak diatur secara jelas terkait 
dengan defenisi. Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam 
perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut 
dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan 
(alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang 
yang merupakan hasil dari suatu delik52 tetapi dalam Pasal 39 ayat 
(2) KUHAP memberikan penjelasan tekait dengan barang bukti.  
                                                 
51 Hiariej, Eddy O.S., Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian, Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 2012, hlm. 112. 





Pada Pasal 39 ayat (2) tersebutyang dapat dikenakan 
penyitaan adalah: 
(1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai 
hasil dari tindak pidana; 
(2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
(3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyelidikan tindak pidana; 
(4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan 
tindak pidana; 
(5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan. 
Ketentuan barang bukti diatas berbeda dengan ketentuan 
alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Jika alat bukti terdiri 
dari 5 (lima) yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan pidana 
barang bukti akan diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk 
memperkuat dakwaan agar menciptakan keyakinan hakim, dalam 
Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hakim dalam persidangan 
akan mengkonfrontasikan kepada terdakwa dan saksi apakah 
mengenal barang bukti yang diajukan dan pertanyaan-pertanyaan 




jaksa penuntut umum pada persidangan menjadi pertimbangan 
hakim dalam putusannya yang dikorelasikan dengan fakta hukum 
dan juga barang bukti yang diajukan tersebut dalam putusan hakim 
akan diputuskan apakah akan dimusnahkan, digunakan oleh jaksa 
penuntut umum untuk perkara lainnya dan melelangnya. 
2) Hal yang memberatkan dan meringankan 
Hal-hal yang dianggap menguntungkan terdakwa juga harus 
menjadi pertimbangan hakim, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim 
wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang 
terdakwa. Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan 
bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah 
berlaku sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain 
sebagainya yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal memberatkan 
yakni seperti dampak perbuatan menimbulkan dan lain sebagainya. 
47 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hukum Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Palsu Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur dan 
mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pengedaran Mata Uang Rupiah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun Undang-Undang No. 7 
Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan 
pengedaran mata uang, dan sejumlah prinsip Hukum Pidana dalam KUHP 
tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang No. 7 
Tahun 2011 maupun berdasarkan ketentuan KUHP yaitu pada Pasal 244 
KUHP dan Pasal 245 KUHP.  
Andi Hamzah, menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam 
Buku I KUHP antara lain asas legalitas, hukum transitoir, ruang lingkup 
berlakunya hukum pidana, sistem pemidanaan, percobaan (poging atau 
attempt), penyertaan (deelneming), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan 
pidana di luar KUHP.53 Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP merupakan titik 
sentral pengaturan dan pembahasan tentang pemalsuan dan pengedaran 
sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan otoritas negara dan Bank 
Indonesia di bidang mata uang atau uang kertas (konsep KUHP) maupun Mata 
Uang Rupiah (konsep Undang-Undang No. 7 Tahun 2011).  
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Ketentuan Pasal 244 KUHP, terdapat unsur-unsur objektif dan 
subjektifnya, sebagai berikut: 
Unsur-unsur objektifnya adalah:  
2. Perbuatan: 
a. Meniru;  
b. Memalsu;  
3. Objeknya:  
a. Mata uang yang dikeluarkan negara atau bank; 
b. Uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank.  
Unsur subjektifnya, adalah:  
1. Dengan maksud: 
1. Untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu;  
2. Untuk menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak palsu.54 
Sedangkan ketentuan Pasal 245 KUHP, menurut Chazawi dan Ferdian, 
terdapat empat bentuknya, unsur-unsurnya, yakni sebagai berikut: 
Bentuk Pertama.  
Unsur-unsur objeknya:  
1. Perbuatan: Mengedarkan sebagai asli atau tidak palsu. 
2. Objeknya:  
a. Mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau yang dipalsu; 
b. Uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau yang dipalsu.  
3. Padahal uang itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. 
Unsur subjektif:  
1. Kesalahan dengan sengaja.55 
Bentuk Kedua. 
Unsur-unsur objektifnya adalah: 
1. Perbuatan: Mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu. 
2. Objeknya:  
a. Mata uang negara atau mata uang bank yang tidak asli atau dipalsu;  
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Unsur subjektifnya:  
1. Kesalahan:  
a. Dengan sengaja;  
b. Yang tidak asli atau dipalsukan uang itu diketahuinya pada saat 
diterimanya.56  
Bentuk Ketiga. 
Unsur-unsur objektif adalah:  
1. Perbuatan:  
a. Menyimpan;  
b. Memasukkan ke Indonesia.  
2. Objeknya:  
a. Mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau dipalsu;  
b. Uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu.  
3. Yang tidak asli atau dipalsu dilakukan olehnya sendiri.  
Unsur subjektifnya: 
1. Dengan sengaja;  
2. Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai 
uang asli atau tidak palsu.57  
Bentuk Keempat. 
Unsur-unsur objektifnya adalah:  
1. Perbuatan:  
a. Menyimpan;  
b. Memasukkan ke Indonesia.  
2. Objeknya:  
a. Mata uang negara atau mata uang bank;  
b. Uang kertas negara atau uang kertas bank. 
3. Uang tidak asli atau dipalsudilakukan oleh orang lain. 
Unsur Subjektif:  
1. Kesalahan:  
a. Dengan sengaja;  
b. Yang tidak asli atau dipalsu diketahui pada saat menerimanya;  
c. Dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang asli atau tidak 
palsu.58 
Pengaturan lain tentang hukum mengedarkan dan membelanjakan 
rupiah  palsu  di luar  KUH Pidana, yaitu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun  
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2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 
2011, dinyatakan bahwa “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, 
ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan 
Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.” 
Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang tersebut, sebenarnya Pasal 45 telah menganulir berlakunya 
pengaturan tentang pemalsuan mata uang atau uang kertas dalam Pasal 244 
dan Pasal 245 KUHP, yakni yang diatur pada Buku Kedua bab X. Pasal 45 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 telah menempatkan kedudukannya lebih 
tinggi dibandingkan kedudukan KUHP, sebagaimana tampak pada frasa 
“sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur dan 
mengancam pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran rupiah 
palsu, yang bermula dari ketentuan Pasal 26 ayat-ayatnya menyatakan bahwa: 
1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;  
2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang 
diketahuinya merupakan Rupiah palsu.  
3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang 
diketahuinya merupakan Rupiah palsu.  
4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam 
dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu. 
Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata 
Uang berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 ayat-ayatnya, yang mengatur 




1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah).  
2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang 
diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana 12 Lihat UU. No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Pasal 26) 
denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang 
diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah).  
4) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
Terdapat persamaan antara pemalsuan dan pengedaran mata uang 
menurut Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP dengan yang diatur dalam Pasal 36 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yakni sama-sama 
mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. 
Sedangkan beberapa perbedaannya antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang dan/atau uang kertas 
menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
merupakan gabungan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 244 dan 
Pasal 245 KUHP;  
2. Tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang dan/atau uang kertas 
menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
ditujukan pada Mata Uang Rupiah sedangkan menurut Pasal 244 dan Pasal 
245 KUHP hanya ditujukan pada mata uang dan uang kertas tanpa 




3. Tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang dan/atau uang kertas 
menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, sedangkan dalam Pasal 
244 dan 245 KUHP hanya diancam dengan pidana penjara, tanpa pidana 
denda;  
4. Tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang dan/atau uang kertas 
menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
berpengaruh terhadap sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan;  
5. Tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang dan/atau uang kertas 
menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur 
sanksi tindakan terkait dengan kejahatan korporasi, sedangkan sanksi 
tindakan menurut Bab X Buku Kedua KUHP terkait pemalsuan mata uang 
dan/atau uang kertas, hanya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35 KUHP. 
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kedudukan dan status hukum Mata Uang dalam KUHP dan Undang-Undang 
No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebabkan pengaturannya diatur 
dalam dua peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas 
mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang. 
Namun Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kedudukannya 
lebih tinggi dibandingkan kedudukan KUHP. Hukum mengedarkan dan 
membelanjakan rupiah palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Mata Uang tertuang dalam Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan 




yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.” Adapun sanksi pidana 
mengedarkan dan membelanjakan rupiah palsu berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) 
dengan unsur-unsur pidananya antara lain unsur “setiap orang” dan unsur 
“yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya 
merupakan Rupiah Palsu” dengan ancaman pidana maksimum dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Nomor 
106/Pid.B/2020/PN Bbs 
Hakim dalam menjatuhkan putusan, banyak aspek yang harus 
dipertimbangkan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yurdis. Pada 
prakteknya aspek pertimbangan yuridis yaitu konteks putusan hakim karena 
pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu 
tindak pidana apakah terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan seperti 
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.59 Pada 
pembahasan ini, penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara pada putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Bbs.  
Adapun kasus posisi pada perkara tersebut berawal pada hari kamis 
tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa Kustoro Bin 
Masruri  sedang  dalam  perjalanan  pulang  ke  Jakarta  dari  Medan Sumatera  
                                                 
59 Mulyadi, Lilik, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 




Utara tepatnya di daerah Jambi, terdakwa dihubungi oleh saudara Ardi 
(DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui telepon. Saat itu terdakwa 
menyampaikan ke saudara Ardi bahwa terdakwa membutuhkan uang dan 
saudara Ardi akan memberikan uang setelah sampai di Jakarta. Sesampai di 
Jakarta yaitu pada hari Jum’at tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di 
sekitar daerah Pulogadung masuk Jakarta Timur terdakwa bertemu dengan 
sauaara Ardi dan pada saat itu saudara Ardi memberikan uang RUPIAH 
pecahan 100.000 (seratus ribu) palsu sebanyak 17 (tujuh belas) lembar. 
Setelah terdakwa mendapatkan uang Rupiah pecahan 100.000 (seratus 
ribu) palsu dengan tujuan untuk dibelanjakan, kemudian terdakwa pulang ke 
daerah Brebes. Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 
Wib bertempat di sebuah warung Klontong milik saksi Karniti di Desa 
Lemahabang Rt.001/Rw.005 Kecamatan Tanjung kabupaten Brebes, terdakwa 
membelanjakan uang palsu tersebut dipergunaan untuk membeli 1 (satu) 
bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp. 24.000,- (Dua puluh 
empat ribu rupiah) dengan cara terdakwa membayar menggunakan uang 
pecahan 100.000,- (seratus ribu) palsu. kemudian saksi Karniti memberikan 1 
(satu) bungkus rokok sampurna Mild 16 dan memberikan kembalian sejumlah 
Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian 
terdakwa pergi meninggalkan warung. 
Setelah saksi Karniti memegang uang pecahan 100.000,- (seratus 
ribu) rupiah tersebut merasa curiga lalu memberitahu kepada saksi Somari 




uang tersebut tipis dan halus dan diduga palsu. Kemudian saksi karniti dan 
saksi Somari memanggil terdakwa yang telah pergi sekitar 50 (lima puluh) 
meter dari toko untuk kembali ke toko guna agar terdakwa mengembalikan 
uang kembalian dan rokok yang telah dibeli oleh terdakwa menggunakan uang 
palsu tersebut dan kemudian datang beberapa warga menangkap terdakwa.  
Uang palsu sebanyak 17 ( tujuh belas) lembar yang diterima terdakwa 
dari saudara ARDI tersebut sebelumnya telah terdakwa edarkan dan 
dibelanjakan sebanyak 11 ( sebelas) lembar di warung-warung yang berbeda 
di daerah Brebes dan dari tangan terdakwa diamankan sebanyak 6 (enam) 
lembar uang palsu yang belum diedarkan dan dibelanjakan. Uang sebanyak 8 
(delapan) lembar uang yang diduga palsu kemudian dilakukan penyitaan dan 
penelitian oleh pihak Bank Indonesia. Berdasarkan hasil penelitan atas uang 
yang diragukan keasliannya dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No: 
22/114/Tgl/Srt/Rhs tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Kepala Tim pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dody Nugraha selaku 
Asisten direktur, dengan hasil rincian sebagai berikut: 








Ket Nomor Seri 
Kertas RP.100.000 2016 4 Tidak Asli CHR207005 
Kertas RP.100.000 2016 2 Tidak Asli XKT847388 
Kertas RP.100.000 2016 1 Tidak Asli XKT847333 
Kertas RP.100.000 2016 1 Tidak Asli MJR808108 
Jumlah   8   
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 106/Pid.B/2020/ 
PN Bbs di atas tersebut diawali dengan pertimbangan terhadap surat dakwaan, 




dakwaan berupa dakwaan tunggal, yaitu bahwa ia terdakwa Kustoro Bin 
Masruri pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 Wib atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau 
setidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah warung Klontong milik 
saksi KARNITI Binti CASMIR di Desa Lemahabang Rt.001/Rw.005 
Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada tempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang 
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengedarkan dan/atau 
membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu. Perbuatan 
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo 
Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 
Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu pertimbangan terhadap nota 
pembelaan (predoi), dimana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, 
Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan. 
Kemudian pertimbangan terhadap keterangan saksi-saksi, yaitu untuk 
membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi: 
1. Karniti Binti Casmir  
2. Somari alias Surip Bin Carya 
3. Tobiin Bin Darmo 
4. Dulhadi Bin Suhari 
Saksi Karniti Binti Casmir dan Somari alias Surip Bin Carya di bawah 
sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membeli rokok 




Lemahabang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yang pada saat itu 
Terdakwa membeli rokok dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) yang pada saat itu yang menerima uang pecahan Rp. 100.000,00 
(seratus ribu rupiah) adalah saksi Karniti Binti Casmir, harga rokok 1 (satu) 
bungkus Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya 
Terdakwa mendapat kembalian dari saksi Karniti Binti Casmir sejumlah Rp. 
76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) setelah Terdakwa pergi Karniti Binti 
Casmir merasa curiga dengan uang tersebut, ternyata tipis dan halus yang 
kemudian saksi Karniti Binti Casmir yakin kalau uang tersebut palsu.  
Selanjutnya saksi Tobiin Bin Darmo mengatakan bahwa seseorang 
yang tidak saksi kenal datang ke warung milik saksi untuk membeli 1 (satu) 
bungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh 
lima ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa membayar dengan uang pecahan 
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pengembalian Rp. 75.000,00 
(tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pergi. Sedangkan 
Dulhadi Bin Suhari hanya mengatakan bahwa hanya mengatakan mengetahui 
adanya peredaran uang palsu, yang melaporkan kejadian peredaran uang palsu 
ke polisi adalah saksi sendiri dan yang melaporkan ke dia adanya peredaran 
uang palsu terebut adalah warga dan menangkap Terdakwa adalah dia sendiri 
dengan warga. Terhadap keterangan keempat saksi tersebut, Terdakwa 
memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan. 
Selain keempat saksi di atas hakim juga mempertimbangkan 




Choeri Bin Makmuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa 
ciri-ciri uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun 
emisi 2016 tercantum dalam Peraturan BI Nomor 18/29/PBI/2016 tanggal 26 
Oktober 2016 yaitu:  
Bagian Muka:  
- Gambar Lambang Negara “Garuda Pancasila”,  
- Frasa “Negara Kesatuan Republik INDONESIA”,  
- Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU 
RUPIAH”,  
- tanda tangan Gubernur BI beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda 
tangan Mentri Keuangan RI beserta tulisan “MENTRI KEUANGAN”,  
- Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”,  
- Gambar utama yaitu “Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. 
(H.C.) Drs. MUHAMMAD HATTA,  
- Gambar ornament batik,  
- Gambar lingkaran-lingkaran kecil.  
Bagian Belakang:  
- Angka Nominal “100000”,  
- Nomer seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 
(enam) angka,  
- Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA 




SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI 
SERATUS RIBU RUPIAH”,  
- Tulisan tahun cetak “TC 2016”,  
- Gambar Utama yaitu tari topeng berawal beserta tulisan “TARI TOPENG 
BETAWI” pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat” 
dan bunga Anggrek bulan,  
- Tulisan “BANK INDONESIA”,  
- Gambar ornament batik,  
- Gambar lingkaran-lingkaran kecil dan Tulisan “PERUDI”;  
Ciri-ciri uang pada umumnya adalah dari benang pengaman, warna 
uang, No seri, ada gambar pahlawan dan burung Garuda. Orang awam bisa 
menentukan uang yang asli dan uang yang palsu dengan cara pada gambar 
diraba dan diterawang pada nilai nominal kalau diraba angkanya timbul, 
warna dari warna emas kalau dimiringkan jadi plagenta. 
Barang bukti berupa uang palsu tersebut adalah kadarnya 60℅, uang 
palsu yang kadarnya sampai 80℅ ada uang palsu yang dimutilasi. Dampak 
adanya uang palsu kalau 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lembar hanya internal 
saja akan tetapi kalau jumlah uang palsunya banyak dampaknya orang/ 
masyarakat tidak percaya terhadap uang kita dari BI. Uang yang dibawa oleh 
Terdakwa semuanya uang palsu setelah di cek Ahli. Yang diedarkan oleh 
Terdakwa dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini tidak ada uang 




perkara ini adalah 60℅. Uang palsu 60℅ ini ada tanda airnya. Sedangkan jika 
uang palsu yang kwalitasnya 80℅ yaitu dengan cara dimuntilasi.  
Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan keterangan 
terdakwa, yang pada intinya menyatakan bahwa keterangan Terdakwa di BAP 
Polisi itu benar semuanya tentang kejadian Terdakwa mengedarkan uang 
palsu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Terdakwa mendapatkan uang 
palsu tersebut dikasih dari teman Terdakwa saudara Ardi, melalui komunikasi 
dan mendapatkan uang palsu tersebut pada saat di jalan dari Medan mau ke 
Jakarta. Terdakwa mendapatkan uang palsu dari saudara Ardi sebanyak Rp. 
1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Saudara Ardi memberikan 
uang palsu ke Terdakwa katanya untuk uang saku, Terdakwa tahu kalau uang 
yang diberikan ke Terdakwa dari saudara Ardi itu uang palsu. Meskipun 
Terdakwa tahu kalau itu uang palsu benar Terdakwa tetap mengedarkan uang 
palsu tersebut dan uang palsu yang sudah Terdakwa edarkan adalah 11 
(sebelas) lembar dengan sisa uang palsu tersebut ada 6 (enam) lembar. Uang 
palsu tersebut Terdakwa edarkan di Jatibarang 2 (dua) lembar, di Desa 
Lemahabang 3 (tiga) lembar, di Desa Bulakparen sebanyak 2 (dua) lembar, di 
Desa Tengki sebanyak 2 (dua) lembar, dan di Desa Pagerbarang sebanyak 2 
(dua) lembar. Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara 
membeli rokok di warung-warung dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 
(seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mendapat pengembalian. 




rupiah) dengan cara membelikan rokok Terdakwa untung Rp. 75.000,- (tujuh 
puluh lima ribu rupiah).  
Pertimbangan selanjutnya yaitu pertimbangan terhadap alat bukti, 
meliputi alat bukti surat tentang hasil penelitian uang kertas pecahan 100.000 
yang diduga palsu yaitu berupa Surat No: 22/114/Tgl/Srt/Rhs tanggal 26 Juni 
2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Tim pada Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Dody Nugraha selaku Asisten direktur dan barang 
bukti sebagai berikut: 
1. Uang pengembalian belanja sejumlah Rp. 76.000,00 dengan rincian uang 
pecahan: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00, 1 (satu) lembar 
uang pecahan Rp. 20.000,00, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 
2.000,00, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild; 
2. 6 (enam) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000 palsu masing-masing 
dengan nomor seri: 3 (tiga) lembar seri CHR207005, 2 (dua) lembar seri 
XKT847388, 1 (satu) lembar seri XKT847333, 1 (satu) lembar uang 
rupiah pecahan Rp.100.000 palsu dengan nomer seri CHR207005, 1 (satu) 
lembar lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000 palsu dengan nomer seri 
MJR808108, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna Mild; 
3. Uang rupiah kembalian hasil belanja sejumlah Rp. 220.000,00 dengan 
rincian uang pecahan: 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,00, 3 (tiga) 
lembar pecahan Rp. 20.000,00, 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000,00, 9 
(Sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 




4. 1 (satu) buah HP OPPO seri A37f warna gold berikut simcard telkomsel 
+6281396420033;  
5. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam Noka. 
MH5TL2078K142123 Nosin. 5TL1140169 Nopol. G-3953-YR STNK  
An. Angga Yuman Sukmanto alamat Jl. Jendral Sudirman RT 03 RW 002 
Ketanggungan Brebes berikut kunci kontak. 
Mencermati pertimbangan-pertimbangan hakim yang di atas yang 
didasarkan atas alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang 
pada intinya bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 terdakwa telah 
ditangkap dan diamankan polisi karena telah mengedarkan uang rupiah palsu. 
Terdakwa melakukan peredaran uang rupiah palsu dengan cara 
membelanjakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 10:30 WIB di 
warung milik saksi Karniti yang beralamat di Desa Lemahabang RT 001 RW 
005 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dengan cara membeli rokok 
sampoerna A mild di warung dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus 
ribu rupiah), dan harga sampoerna A mild 1 (satu) bungkus Rp. 24.000,00 
(dua puluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mendapat 
kembalian dari saksi sejumlah Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) 
dan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB di warung 
milik saksi di Jl. Desa Tengki RT 05 RW 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten 
Brebes terdakwa datang  ke warung milik saksi untuk membeli 1 (satu) 
bungkus rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh 




Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pengembalian Rp. 75.000,00 
(tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pergi. Terdakwa 
sebelumnya telah mengetahui 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan 
100.000 yang diterima dari saudara Ardi adalah uang rupiah palsu. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh, pertimbangan hakim 
selanjutnya adalah mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta 
tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana yang 
didakwakan. Kemudian hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang 
didakwakan yaitu dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 
(3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang; 
2. Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan 
rupiah palsu. 
Oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
dakwaan tunggal. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan yaitu 
dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, antara lain terdakwa 
meresahkan masyarakat dan sudah menikmati hasil kejahatannya, serta 
keadaan yang meringankan, antara lain terdakwa mengakui terus terang 




pernah di huku dan merupakan tulang punggung keluarga. Adapun putusan 
hakim dengan menerapkan Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang  dengan 
menyatakan Terdakwa Kustoro Bin Masruri tersebut diatas, terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan 
membelanjakan rupiah palsu”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dan 
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 
(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 
penulis simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada 
putusan nomor 106/Pid.B/2020/PN Bbs sudah benar dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan mempertimbangakan apek yuridis dan non yuridis. 
Pertimbangan yuridis hakim pada perkara tersebut meliputi pertimbangan 
surat dakwaan, nota pembelaan (keberatan terdakwa), unsur-unsur pada pasal 
yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan non yuridis pada perkara tersebut 
antara lain fakta-fakta dalam persidangan (didasarkan pada keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, barang bukti) dan hal yang memberatkan dan 








A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hukum mengedarkan dan membelanjakan rupiah palsu berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tertuang dalam 
Pasal 26 ayat (3). Adapun sanksi pidana mengedarkan dan membelanjakan 
rupiah palsu diatur dalam Pasal 36 ayat (3) dengan unsur-unsur pidananya 
antara lain unsur “setiap orang” dan unsur “yang mengedarkan dan/atau 
membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” 
dengan ancaman pidana maksimum dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah). 
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 
106/Pid.B/2020/PN Bbs sudah benar dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 
mempertimbangakan apek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis 
hakim meliputi pertimbangan surat dakwaan, nota pembelaan (keberatan 
terdakwa), unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Sedangkan 
pertimbangan non yuridis antara lain fakta-fakta dalam persidangan 
(didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti) dan 




B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Perlu dipertegas penerapan ancaman pidana penjara dan denda terhadap 
pengedaran mata uang rupiah, yang semakin berkembang dengan modus 
yang lebih canggih.  
2. Perlu sosialisasi instrumen perundang-undangan tentang Mata Uang 
khususnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, serta instrumen hukum 
lainnya yang mengatur tentang mata uang agar masyarakat dapat 
mengetahui bentuk dan ciri rupiah palsu dan juga memahami ancaman 
sanksi hukum pengedaran mata uang sehingga mencegah adanya tindak 
pidana pengedaran rupiah palsu.  
3. Sanksi hukum yang diberikan agar lebih berat dari pada apa yang sudah 
diputus pada putusan pada hasil pembahasan sebelumnya, agar dapat 
memberikan efek jera. 
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